PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANJARMASIN

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa memperhatikan hasil rapat finalisasi Pembahasan
Rancangan APBD Tahun 2021 antara TAPD Kota
Banjarmasin bersama Badan Anggaran DPRD Kota
Banjarmasin pada Kamis 19 November 2020, maka
DPRD Kota Banjarmasin dapat menerima Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk dijadikan
dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud konsideran huruf a tersebut, perlu ditetapkan
dengan Keputusan DPRD Kota Banjarmasin,;

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 20014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah;

Segala saran dan harapan yang disampaikan oleh juru
bicara masing-masing fraksi dewan dalam pendapatan
akhir fraksi dipercayakan kepada Pimpinan Dewan
untuk merumuskannya guna disampaikan kepada pihak
Pemerintah;



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan
diperbaiki sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 November 2020
PIMPINAN DPRD KOTA
BANJARMASIN
ETUA,

H. HARRY WIJAYA

MATNOR ALI, F.

TNO



